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Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan Pemerintah Daerah yang dalam pengangkatan perangkat
desa berdasarkan peraturan perundang undangan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28
P/Hum/2018 yang membatal akan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Kediri
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan jawaban bahwa pemerintah
daerah mempunyai peran dalam pengangkatan perangkat desa dimana pemerintah daerah juga mendapatkan
amanat dari Undang Undang untuk mengatur hal yang lebih konkret dalam pengangkatan perangkat desa.
Tindak lanjut dari Putusan MA Pemerintah Kabupaten Kediri membentuk Peraturan Bupati Kediri Nomor
56 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksana Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. MA
membatal akan Perda kemudian ditindak lanjuti dalam Perbup, secara hiearakis Perda mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi dari Perbup. Perbup Nomor 48 Tahun 2021 melibatkan Pihak Ketiga
merupakan keterlibatan secaratidak langsung oleh Pemerintah Daerah, terlebih pihak ketiga lebih dominan
dalam pengangkatan perangkat desa karena melaksanakan ujian tulis yang hasil dari ujian dengan nilai
tertinggi mengikat Kepala Desa untuk diangkat menjadi perangkat desa. keabsahan pengangaktan perangkat
desa dengan keterlibatan pemerintah daerah yang berlebihan mempengaruhi keabsahan pengangkatan
perangkat desa.

...... This research discusses the involvement of the Local Government in the village authorities levitation
based on laws and regulations and the Supreme Court Decision Number 28 P/Hum/2018, which annuls
Article 9 paragraph (1), paragraph (2), Article 11 paragraph (2) of Kediri Regency Regional Regulation
(henceforth Perda-Peraturan Daerah) Number 5 of 2017 concerning Levitation and Dismissal of Village
Authorities. This research is prescriptive normative legal research. This study found that the local
government has arolein the levitation of village authorities, where the local government is also mandated
by law to regulate more factual matters in the levitation of village authorities. Following the Supreme Court
Decision, the Government of Kediri Regency established Kediri Regent Regulation (henceforth Perbup-
Peraturan Bupati) Number 56 of 2018 as amended by Perbup Number 48 of 2021 concerning Regulations
Implementing Perda Number 5 of 2017 concerning the levitation and dismissal of village authorities. The
Supreme Court annulled the Perda and followed up on the Perbup. Hierarchically the Perda has a higher
position than the Perbup. Perbup Number 48 of 2021 involves a third party, which is an indirect involvement
by the Local Government, especially since third parties are more dominant in the levitation of village
authorities because they carry out written exams, the results of which with the highest scores are binding on
the Village Head to be appointed as village authorities. The validity of the levitation of village authorities
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with excessive local government involvement affects the validity of the levitation of village officials



